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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan 

program dan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2024-2026. 

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja 

sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan 

membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang 

diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian 

dalam penyusunan Laporan Kinerja ini digunakan untuk membuktikan sejauh 

mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja utama ( IKU ) Kepala Dinas yang telah dicanangkan pada 

Tahun 2025. 

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran 

menunjukan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara ke depan, 

masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum 

sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut 

pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun 

mitra-mitra kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batu Bara. 

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada Tahun 

2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara akan 

mempersiapkan SDM dan insfrastrukur untuk mendorong pelayanan publik 

prima dengan memperhatikan kondisi perkembangan koperasi, usaha kecil dan 

menengah, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Batu Bara. 



 

KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Laporan ini 

menyajikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batu Bara yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan 

tujuan dan sasaran strategisTahun 2025-2029. 

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkn pada PP Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinth dan Peraturan Menteri PAN RB 

No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata 

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan komitmen terhadap aspek 

transparansi dan akuntabilitas serta pertangungjawaban atas kinerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Laporan ini 

diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak 

yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah sehingga dapat memberikan umpan balik guna 

peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya. 

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan laporan ini masih jauh dari 

sempurna, kritik dan saran kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa 

yang akan datang. Dan akhir kata, mudah-mudahan laporan ini bisa bermanfaat 

untuk kita semua. 

Air Putih,   Januari 2026 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good 

Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap 

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan 

Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, 

berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah). 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan 

negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas 

kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas 

dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas 

akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai sarana dalam menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, 

fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Selain 

sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja diharapkan dapat 

bermanfaat dalam rangka : 

1. Mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 

Bara untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan 

benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat ; 

2. Menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 

Bara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan 

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan 

kondusif ; 

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara guna membantu pelayanan kepada 

masyarakat lebih baik ; 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pembangunan 

pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum, antara lain : 

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja 

(LKJ) Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akutanbilitas Kinerja Instasi Pemerintah. 

6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan 

Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 
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Batu Bara. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah : 

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara kepada 

Kepala Daerahdan seluruh stakeholders; 

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Batu BaraTahun 2025 dalam upaya 

memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya; dan 

3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen 

perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 

 

1.3. Gambaran Umum Organisasi 

1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2023 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah 

di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah dalam rangka 

pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati 

menyangkut bidang Koperasi dan UKM; 

2. Melaksanakan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM; 

3. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengkajian, penyusunan dan 

pengembangan di bidang Koperasi dan UKM. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
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GAMBAR 1.1. 

STRUKTUR  ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA 

KECIL  DAN  MENENGAH 

 

 

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki 

tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen 

tersebut khususnya untuk Kepala Dinas dan struktur satu level di bawah Kepala 

Dinas sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagi berikut : 

a. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai 

visi dan arah pembangunan daerah; 

b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kepada bawahan secara langsung 

maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama 

yang baik; 

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat 

dan bidang teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan 

permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya; 
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e. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di 

bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan 

Sekretaris Daerah terkait tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah; 

g. Mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara yang 

meliputi urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta 

urusan perencanaan program; 

h. Mengkoordinir kegiatan pembinaan dan mengurus kegiatan bidang 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta dunia usaha lainnya; 

i. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah dengan instansi Pemerintah, BUMN serta pihak-

pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan kebijaksanaan pemerintah; 

j. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan 

peningkatan karir pegawai; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai 

pertanggungjawaban dan penilaian atasan; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan permasalahannya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Sekretaris Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedomana kepada 

tugas pokok dan fungsi serta visi dan arah pertimbangan daerah serta 

terdahulu dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan 
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permasalahannya; 

c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada para Subbagian agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 

d. Mengkoordinasikan pada Kepala Bidang dan Subbagian di lingkungan 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah baik secara langsung 

maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama 

yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-

masing; 

e. Mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, 

pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, administrasi 

perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan 

perlengkapan kantor, serta keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

f. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah; 

g. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang 

meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan 

laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai; 

h. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, 

menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan serta pembinaan 

pegawai; 

i. Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan 

program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta 

menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

j. Menilai prestasi kerja Kepala Subbagian pada Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecul dan Menengah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan 

peningkatan karir pegawai; 

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut 

bidang pelayan administrasi dan kebutuhan pada satuan organisasi di 

lingkungan Dinasa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan permasalahannya. 
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3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan 

berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan 

permasalahannya; 

c. Menganalisa kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui 

permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan; 

d. Melaksanakan agenda surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi; 

e. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta rumah tangga 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

f. Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, administrasi 

perjalanan dinas dan pelayanan kebutuhan pegawai; 

g. Mengatur, memelihara mengelola kebersihan kantor, gedung kantor, 

kendaraan dinas, barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya; 

h. Memberikan pelayanan dan informasi terhadap tamu-tamu sesuai dengan 

maksud dan tujuannya; 

i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, 

TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta 

pengkoordinasian penyusunan SKP; 

j. Menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan di 

lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan 

karir pegawai. 
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4. Subbagian Keuangan dan Program 

Kepala Subbagian Keuangan dan Program memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Program dengan 

berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan 

permasalahannya; 

c. Menganalisa kegiatan staf di lingkunga Subbagian Keuangan dan 

Program untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi 

penyimpangan; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis bidang Subbagian Keuangan dan Program; 

e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program 

kerja Dinas sesuai dengan visi dan arah pembangunan yang telah 

ditetapkan; 

f. Menyiapkan data untuk penyusunan anggaran program koperasi, usaha 

kecil dan menengah berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku 

yang telah ditetapkan; 

g. Penyusunan RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, 

LPPD dan LKPJ; 

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan 

anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, 

penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan; 

i. Mengkoordinir dan memonitor laporan keuangan dn program terkait 

belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan di lingkungan Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian 

Keuangan dan Program; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

permasalahannya. 
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5. Kepala Bidang Koperasi 

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun kegiatan bidang koperasi sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Mengatur dan memfasilitasi dukungan penguatan bidang koperasi, 

Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional, Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan 

Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

d. Memverifikasi data dan jumlah koperasi, dokumen izin usaha simpan 

pinjam yang akurat dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, 

dan kantor kas koperasi dengan wailayah keanggotaannya dalam 1 (satu) 

Kabupaten; 

e. Mengkoordinasikan bimbingan, penyuluhan dan pembentukan serta 

pembuatan laporan koperasi; 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan koperasi; 

g. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam 

penilaian kesehatan dan keaktifan koperasi yang wilayah keanggotannya 

dalam 1 (satu) Kabupaten; 

h. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi 

bagi koperasi; 

i. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi 

koperasi dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian 

serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi yang wilayah 

keanggotannya dalam 1 (satu) Kabupaten; 

j. Memverifikasi dan merekomendasikan penerbitan Badan Hukum 
Koperasi; 

k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 
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l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

6. Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional 

Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat; 

b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan 

pinjam yang akurat; 

c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan 

pinjam untuk koperasi; 

d. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan 

kantor cabang pembantu dan kantor kas; 

e. Mengkoordinasikan pertumbuhan koperasi perubahan anggaran dasar 

koperasi dan pembubaran koperasi; 

f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam perubahan laporan 

tahunan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 

h. Menyiapkan bahan untuk memberikan perlindungan kepada koperasi; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subkoordinator berdasarkan realisasi 

program kerja untuk bahan penyempurnaanprogram berikutnya; 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas 

Subkoordinator kepada kepala bidang; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
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pelaksanaan tugas. 

7. Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional 

Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten; 

b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya 

adalah 1 (satu) Kabupaten; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam; 

d. Mengkoordinasikan upaya menciptakan iklim usaha simpan pinjam yang 

sehat melalui penilaian kesehatan koperasi; 

e. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam; 

f. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan 

sanksi bagi koperasi; 

g. Melaksanakan teknis pendampingan dan konsultasi dengan lembaga 

terkait; 

h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran. 

8. Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan 

pemberdayaan usaha koperasi; 

b. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi pemberdayaan usaha koperasi; 
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c. Merencanakan dan menyusun kegiatan dalam peningkatan kualitas 

sdm koperasi; 

d. Merencanakan dan menyusun konsep pengembangan pendidikan dan 

latihan bagi perangkat organisasi koperasi; 

e. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan, fasilitasi 

peningkatan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; 

f. Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi 

koperasi; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi; 

h. Menyusun dan memberikan laporan dan evaluasi kegiatan 

pembinaan pemberdayaan usaha koperasi; 

i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran. 

9. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan 

lancar; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan 

kewirausahaan serta pengelolaan data; 

d. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha dan memfasilitasu kemudahan 

perizinan usaha mikro kecil dan menengah; 

e. Memverifikasi perolehan dana usaha mikro kecil dan menengah dari 

lembaga keuangan/BUMN maupun dari instansi lembaga lainnya; 

f. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan, fasilitasi 

pengembangan usaha dan kewirausahaan dengan BUMN, swasta maupun 
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instansi lembaga lainnya; 

g. Memfasilitasi dan mengevaluasi melalui pembinaan dan pelatihan dalam 

rangka pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha dan pemasaran produk 

usaha mikro kecil dan menengah; 

h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan, 

produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya pelaku 

usaha dalam hal desain dan teknologi dengan orientasi peningkatan skala 

usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha 

menengah; 

i. Memberikan pelayanan konsultasi usaha mikro kecil dan menengah 

terhadap masyarakat yang memerlukan penjelasan tentang pemberdayaan 

dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; 

j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan promosi dan pameran, workshop 

bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur; 

k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum 

dilaksanakan; 

l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

m. Melakukan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

10. Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan 

Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subkoordinator pemberdayaaan 

usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha 

dalam penumbuhan iklim usaha mikro kecil dan menengah; 

c. Melaksanakan kegiatan Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi 

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan program kerja 

untuk bahan penyempurnaan program selanjutnya; 
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d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan serta 

kerjasama pengembangan melalui pola kemitraan usaha; 

e. Menyiapkan bahan untuk pendataan izin usaha dan memfasilitasi 

kemudahan perizinan usaha mikro kecil dan menengah; 

f. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi produksi pirt, bpom, dan halal mui 

serta izin lainnya yang mendukung pengembangan usaha dan 

kewirausahaan; 

g. Merencanakan dan memfasilitasi agar munculnya akses pasar bagi usaha 

dan kewirausahaan; 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas 

Subkoordinator kepada kepala bidang; 

i. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 

j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugasnya. 

11. Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok 

Jabatan Fungsional 

Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subkoordinator Pengembangan 

Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menyiapkan bahan untuk verifikasi perolehan dana usaha mikro dari 

Lembaga Keuangan/BUMN maupun dari instansi lembaga lainnya; 

c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pelatihan pengembangan 

kewirausahaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan 

sumber daya pelaku usaha dalam hal desain dan teknologi 
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dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan 

skala usaha kecil menjadi usaha menengah; 

d. Menyiapkan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi 

promosi dan pameran, workshop bisnis, networking dan layanan pustaka 

entrepreneur; 

e. Merencanakan pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala 

usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha 

menengah; 

f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan penyebaran 

informasi pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 

Subkoordinator kepada kepala bidang; 

h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 

i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

12. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional 

Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan 

basis data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan analisis data dan 

jumlah usaha mikro, kecil dan menengah; 

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan pengolahan 

data pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah; 

d. Menyusun pola, sistem dan teknis pencapaian serta pelaksanaan 

program bidang usaha mikro, kecil dan menengah; 
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e. Menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan pencapaian kinerja 

atas program-program yang sudah dan belum dilaksanakan; 

f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas 

Subkoordinator kepada kepala bidang; 

g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 

h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan peningkatan karir pegawai; 

i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Perencanaan Strategis 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan 

perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, 

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya. 

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara telah dituangkan dalam dokumen Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batu Bara Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan bagian integral 

dari pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Batu 

Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran 

aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara 

dalam melaksanakan tugas- tugas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada 

atau yang mungkin timbul. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) , bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi 

pembangunan yaitu; “Mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang: Berorientasi 

Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, dan Adil untuk 

Batu Bara yang Bahagia”, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah mengacu pada misi sebagai berikut : 

 
 Misi 2 : Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat 

untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan 

Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi 

Unggulan Daerah 

Selanjutnya berdasarkan misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan 

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan 
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pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 

Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan 

dalam dokumen RPJMD. 

Sementara itu, untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran strategis. Sasaran 

strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam jangka 

waktu lima tahun mendatang, 

Adapun hubungan antara visi dan misi Bupati Batu Bara dengan rumusan 

tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Batu Bara disajikan dalam gambar berikut ini : 

Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran 
 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Mewujudkan 
Kabupaten Batu 
Bara yang: 
Berorientasi 
Pelayanan, Amanah, 
Harmonis, 
Akuntabel, Giat, 
Inovatif, dan Adil 
untuk Batu Bara 
yang Bahagia 

Misi 2 :  Meningkatnya 
Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Meningkatnya Level 

skala usaha Mikro Menjaga Amanah 
dan Kepercayaan 
yang diberikan 
Masyarakat untuk 
Meningkatkan 
Ekonomi Daerah 
melalui 
Pembangunan 
Infrastruktur yang 
Terintegrasi dan 
Pengembangan 
Potensi Unggulan 
Daerah 

 

 

2.2. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang 

harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang 

diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas 

kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan 

fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan 

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 
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2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja 

(Renja)Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. 

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.2. 

Perjanjian KinerjaTahun 2025 

 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 

Pengembangan 

Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

Persentase Koperasi Berkualitas 
Berdasarkan SHU Koperasi 

35,45 % 

Rasio Kewirausahaan 8,32 % 

Proporsi Jumlah Usaha Kecil 
dan Menengah 

0,39 % 

2. Meningkatnya 
akuntabilitas 
keuangan dan 
kinerja perangkat 
Daerah 

 

Nilai AKIP 
A 

(81,50) 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari 

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah 

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah 

orientasi untuk mendorongperubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya 

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada 

level keluaran, hasil maupun dampak. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah 

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi 

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan 

publik yang langsung bisa dirasakanhasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, 

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting 

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah 

dicapai. 

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara menetapkan 

sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang 

digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. 

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang 

dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai 

capaiankinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang 

dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk 

menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan 

dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data 

serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran. 
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Tabel 3.1. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan KinerjaTahun 2025 

 

No Indikator Kinerja Utama Jenis Data Formulasi 
Teknik Pengumpulan 

Data 

Teknik Monitoring dan 

Evaluasi 

1 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  

 Persentase Koperasi 
Berkualitas berdasarkan 
SHU Koperasi 

Kuantitatif 
Jumlah Koperasi Berkualitas berdasarkan SHU tahun (n)

Jumlah Seluruh Koperasi Aktif  Tahun (n)
𝑥100% 

Data eksisting dan 
Perhitungan 

Recheck data dan 
perhitungan;kunjungan 

Penambahan dan pemantauan ke 

jumlah SHU lapangan 

Koperasi  

Rasio Kewirausahaan 

Kuantitatif 

 
Jumlah Wirausahawan tahun n 

angkatan kerja Tahun (n)
𝑥100% 

 

Data eksisting dan 
Perhitungan 

Recheck data dan 
perhitungan;kunjungan 

Penambahan dan pemantauan ke 

jumlah wirausahawan  lapangan 

serta hasil perhitungan 

Badan Pusat Statistik 

Koordinasi dengan Badan 

Pusat Statistik Daerah 

Proporsi Jumlah Usaha 
Kecil dan Menengah 

Kuantitatif 

 
Jumlah Usaha Kecil dan menengah 

Jumlah seluruh Usaha mikro kecil dan menengah
𝑥100% 

 
 

Data eksisting dan 
Perhitungan 
Penambahan 

Recheck data dan 
perhitungan;kunjungan 
dan pemantauan ke 

jumlah usaha 
mikro, kecil dan 
menengah. 

lapangan 

2 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

 

Nilai AKIP Kualitatif Nilai 

Data Hasil Penilaian Koordinasi dengan 

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah 

dari Inspektorat Dalam penilaian 

Daerah Akuntabilitas OPD 
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Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja 

berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria 

yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut 

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan 

Laporan Kinerja ini. 

 
Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No Interval Nilai RealisasiKinerja Kriteria Penilaian RealisasiKinerja Kode 

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi  

2 75,1 ≤ 90 Tinggi  

3 65,1 ≤ 75 Sedang  

4 50,1 ≤ 65 Rendah  

5 ≤ 50 Sangat Rendah  

 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran 

serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk 

mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan 

Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan 

realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi 

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan 

realisasi, dengancaraperhitungan sebagai berikut : 

Realisasi 
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Capaian indikator kinerja = ----------------- X 100 % 
Rencana 

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang 

telah disusun padaTahun 2025 secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini 

: 

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja UtamaTahun 2025 

 

No 

Sasaran 

strategis 

Indikator kinerja 

utama 
Satuan Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Penilaian 

1. Meningkatnya 

Pengembangan 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

1.1 

Persentase 

Koperasi 

Berkualitas 

Berdasarkan 

SHU Koperasi 

% 35,9 12 33,43 
Sangat   

Rendah 

  

1.2 

Rasio 

Kewirausahaa

n 

% 8,5 9,47 111,41 
Sangat 

Tinggi 

  

1.3 

Proporsi 

Jumlah Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

% 0,4 0,19 47,50 
Sangat   

Rendah 

2. Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

perangkat 

daerah 

2.1. Nilai AKIP Nilai 
A 

(81.50) 

A 

(81.50) 
100,00 

Sangat 

Tinggi 

 

Dari Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batu Bara Tahun 2025, indikator kinerja dengan tingkat capaian sangat tinggi ada 

2  indikator, dengan tingkat capaian sangat rendah ada sebanyak 2 indikator. 

Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa pencapaian target Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 
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Bara T a h u n  2 0 2 5  belum sepenuhnya tercapai. 

Setelah hasil capaian kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran 

diperoleh, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Evaluasi merupakan perbandingan data 

hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. 

Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan cara : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra. 

Sementara analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran 

yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa 

hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klarifikasi dari 

munculnya data itu sendiri. Dalam hal ini, analisis capaian kinerja yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang 

telah dilakukan. 

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang 

diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi 

muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor 

penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka 

dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi 

sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan 

pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi dan Analisis untuk setiap sasaran strategis 

Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Batu BaraTahun 2025 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

3.1.1. Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
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Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah diukur melalui 3 indikator yaitu Persentase Koperasi Berkualitas 

berdasarkan SHU Koperasi, Rasio Kewirausahaan dan Proporsi Jumlah Usaha 

Kecil dan Menengah. 

- Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi 

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah terkait kualitas Koperasi diukur melalui indikator Persentase 

peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Sisa Hasil usaha (SHU) koperasi 

secara jelas dan rinci disebutkan dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh 

dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban 

lain termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan. Pengukuran terhadap jumlah 

Aset dan SHU Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4. Data Realisasi Jumlah  SHU Koperasi 

 

Uraian 

Target Akhir 

Tahun 

Renstra 

(2029) 

Data Tahun 

Awal Renstra 

(2025) 

Realisasi 2025 
Realisasi 

2026 

Realisasi 

2027 

Realisasi 

2028 

Realisasi 

2029 

Jumlah SHU 

Koperasi (Rp) 
3.276.067.406 2.848.754.266 2.851.979.266     

 

 

Pengukuran terhadap jumlah pertambahan jumlah  SHU koperasi tersaji dalam 

tabel berikut : 

Tabel 3.5. Data Pertambahan Jumlah Aset dan SHU Koperasi 

 

Uraian 

Target Akhir 

Tahun Renstra 

(2029) 

Realisasi 2025 
Realisasi 

2026 

Realisasi 

2027 

Realisasi 

2028 

Realisasi 

2029 

Realisasi 

s.d.Tahun 

2025 

Kenaikan Jumlah 

SHU Koperasi 

(Rp) 
427.313.140 3.225.000 -   - 3.225.000 

 

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 
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1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 

Sasaran 1 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET 

2025 
REALISASI 2025 CAPAIAN 2025 KETERANGAN 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Koperasi dan 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Persentase Koperasi 
Berkualitas Berdasarkan 
SHU Koperasi 

35,9 12 33,43 Sangat Rendah 

 

Jumlah SHU Koperasi pada Tahun 2023 ditargetkan bertambah sebesar Rp 

85.462.628 dari Rp 2.848.754.266 sebagaimana tercatat sebagai nilai SHU pada 

Tahun 2024, menjadi Rp 3.276.067.406. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah 

SHU Koperasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.851.979.266 atau bertambah 

sebesar Rp 3.225.000 atau sebesar 0,11 %. Dari tabel diatas terlihat bahwa 

capaian indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan SHU Koperasi 

adalah 33,43 %. 

 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

 

 

 

 

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan  

Tahun Lalu 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

REALISASI 

TAHUN 2024 

CAPAIAN 

TAHUN  

2024 

REALISASI 

TAHUN 
2025 

CAPAIAN

Tahun 2025 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Koperasi dan 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Persentase 
Koperasi 
Berkualitas 
Berdasarkan 
SHU Koperasi 

4,47 % 99 % 12 33,43 

 

Sementara untuk indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan 

SHU koperasi Tahun 2025 sebesar 12 % lebih tinggi dibandingkan dengan 
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realisasi tahun 2024 sebesar 4,47 %. Berbeda halnya dengan capaian kinerja 

indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan SHU koperasi Tahun 2025 

sebesar 33,43 % lebih rendah dari capaian tahun 2024 sebesar 99 %. 

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra 

 
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini 

dengan  

Target Akhir Renstra 

 

 

Jumlah SHU koperasi di awal tahun renstra adalah sebanyak Rp 

2.848.754.266 dan ditargetkan bertambah sebesar Rp 427.313.140  di akhir tahun 

renstra menjadi Rp 3.276.067.406  atau tumbuh sebesar 15%. Dari hasil 

pengukuran, jumlah SHU koperasi pada Tahun 2025 bertambah Rp 3.225.000. 

Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai di akhir tahun renstra sebesar 

Rp 427.313.140, maka realisasiTahun 2025 memberi kontribusi sebesar 0,11% 

terhadap pencapaian target renstra.  

4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi 

yang telah dilakukan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja sasaran ini 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Banyaknya perangkat koperasi yang tidak aktif dalam RAT dan 

kegiatan kepengurusan koperasi itu sendiri. 

b. Koperasi produsen yang memiliki bisnis penjualan seperti mini market 

dan usaha toko mengalami penurunan penjualan di bawah 50% dari 

keadaan normal. 

No Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Akhir 

Renstra 

RealisasiTahun 

2025 

Realisasi 

s.dTahun 

2025 

Capaian Realisasi 

2025 

Terhadap Target 

Akhir Renstra 

1. 
Meningkatnya 
Pengembangan 
Koperasi dan 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Persentase 
Koperasi 
Berkualitas 
Berdasarkan 
SHU Koperasi 

14% 4,47 % 31,9 % 31,9 % 
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c. Adanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 151 Koperasi yang 

termasuk kedalam koperasi aktif namun belum bisa dilakukan penilaian karena 

belum 1 tahun. 

Alternatif solusi yang dilakukan adalah : 

a. Mendorong koperasi yang belum melaksanakan RAT koperasi untuk 

segera melaksanakan RAT koperasi dan memanfaatkan teknologi 

informasi 

b. Melakukan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan 

koperasi khususnyakoperasi produsen. 

c. Akan dilakukan penilaian tehadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 

setelah memenuhi syarat penilaian koperasi 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja 

dengan capaian realisasi anggaran kegiatan terkait. Analisis ini secara ringkas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.9. 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran 

untuk Indikator 1 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Satu

an 

Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
Target Realisasi 

% 

Capaian 
Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
Pengembangan 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

Persentase 
Koperasi 

Berkualitas 

Berdasarkan 

SHU 

Koperasi 

% 35,9 12 33,43 512.936.000 449.950.000 87,72 0,38 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 

sebesar 87,72 %, digunakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase 

Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi sebesar 33,43% dengan efisiensi 

0,38 dalam mencapai target indikator kinerja. 
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja  

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja 

dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. Analisis ini secara ringkas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3.10. 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja untuk Indikator 1 

 

No Indikator Program Pagu 
Bidang 

Pelaksana 

1 

Persentase Koperasi 

Berkualitas Berdasarkan 

SHU Koperasi 

Program Pengawasan dan 

Pemeriksaan Koperasi 
57.670.000  

Bidang 

Koperasi 

Program Penilaian 

Kesehatan KSP/USP 

Koperasi 

57.766.000  
Bidang 

Koperasi 

Program Pemberdayaan 

dan Perlindungan 

Koperasi 

397.500.000  
Bidang 

Koperasi 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa padaTahun 2025 terdapat 3 

program yang mendukung  keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase 

Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi yang dilaksanakan oleh Bidang 

Koperasi. 

 

-  Rasio Kewirausahaan  dan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. Definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki 

modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kemudian memiliki hasil 
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penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). Sementara Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi memiliki modal usaha lebih dari Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar) sampai dengan paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasilpenjualan tahunan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria memiliki modal minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000, 00 (lima belas miliar) atau 

paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). Penduduk usia kerja 

adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan 

kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang 

termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) 

yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. 

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. 

Penduduk usia kerja mengalami tren yang meningkat di Kabupaten Batu Bara. 

Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar 

kerja.  Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah juga diukur melalui indikator Rasio Kewirausahaan  dan 

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah. Pengukuran terhadap Rasio 
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Kewirausahaan  dan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah dari tahun awal 

tahun Renstra (2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan level usaha tersaji 

dalam tabel berikut : 

Tabel 3.11. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

Skala 

Target Akhir 

Tahun 

Renstra 2026 
(unit) 

Data Tahun 

Awal Renstra 
2024 (unit) 

Realisasi 2024 

(unit) 

Realisasi 2025 

(unit) 
Realisasi 2026 

(unit) 

Usaha Mikro 14.611 15.461 15.461   

Usaha Kecil 849 233 233   

Usaha Menengah 37 37 37   

Total 15.731 15.731 15.731   

 

Jumlah peningkatan skala usaha tersaji dalam tabel berikut : 

 
Tabel 3.12. Data penduduk usia kerja yang merupakan Angkatan kerja 

 

 

 

Uraian 

Data Tahun 

Awal Renstra 

2024 

(orang) 

Realisasi  

2025 

(orang) 

Realisasi  

2026 

(orang) 

Realisasi  

2027 

(unit) 

Realisasi  

2026 

(orang) 

Realisasi  

2027 

(unit) 

Jumlah 
penduduk usia 
kerja yang 
merupakan 
Angkatan kerja 

225.562 223.831 -  

  

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

 
Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 dan 3 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi Capaian Keterangan 

Meningkatnya Pengembangan 

Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 

Rasio 

Kewirausahaan 
8,5 9,47 111,41 Sangat Tinggi 

Proporsi Jumlah 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

0,4 0,19 47,50 Sangat Rendah 

 

Pada indikator Rasio Kewirausahaan pada Tahun 2025 ditargetkan 8,5 % 
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atau sebanyak 19.173 wirausaha dengan total Angkatan kerja 225.562. 

Berdasarkan perhitungan realisasi rasio kewirausahaan adalah sebesar 9,47% 

dengan jumlah wirausaha adalah sebesar 21.194 dan total Angkatan kerja 

223.831. Pada  indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 

2025 di targetkan sebesar 0,4% atau 111 unit usaha Kecil dan menengah. 

Berdasarkan perhitungan realisasi Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah 

pada tahun 2025 adalah sebesar 0,19% atau sebesar 60 unit usaha Kecil dan 

Menengah. 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. 

Tabel 3.14. 

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan Tahun Lalu 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 

Realisasi 

Tahun 2024 

Capaian 

Tahun 2024 

Realisasi 

Tahun 2025 

Capaian 

Tahun 2025 

Meningkatnya Pengembangan 

Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 

Rasio 

Kewirausahaan 
8,32 - 9,47 113,82 

 

Proporsi Jumlah 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

0,39 - 0,19 47,50 

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Rasio 

Kewirausahaan Tahun 2025 sebesar 9,47 % lebih tinggi dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2024 sebesar 115 %. Realisasi indikator Proporsi Jumlah Usaha 

Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebesar 0,19 % lebih rendah dari capaian tahun 

2024 sebesar 48,71 %. Dan dari sisi pencapaian target tahunan, indikator kinerja 

Rasio Kewirausahaan Tahun 2025 sebesar 113,82 % dan indikator Proporsi Jumlah 

Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebesar 47,50% 

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir 

Renstra. 

Tabel 3.15. 

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini denganTarget Renstra 
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No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Target 

Akhir 

Renstra 

Realisasi

Tahun 

2025 

Realisasi 

s.d 

Tahun 

2025 

Capaian 

Realisasi 

2025 

Terhadap 

Target 

Akhir 
Renstra 

Capaian 

Realisasi s.d 

Tahun 2025 

Terhadap 

Target Akhir 

Renstra 

1. Meningkatnya 

Pengembangan 

Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

Rasio 

Kewirausah

aan 

9,60 9,47 9,47 98,65 98,65 

  
Proporsi 

Jumlah 

Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

0,44 0,19 0,19 43,18 43,18 

Rasio Kewirausahaan ditargetkan 9,60% di akhir tahun renstra dan pada 

tahun 2025 dari hasil perhitungan Rasio Kewirausahaan adalah sebesar 9,47% 

dengan capaian 98,65% terhadap target akhir renstra. Proporsi Jumlah Usaha 

Kecil dan Menengah ditargetkan 0,44% di akhir tahun renstra dan pada tahun 

2025 dari dari hasil perhitungan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah 

adalah sebesar 0,19% dengan capaian 43,18% terhadap target akhir renstra.                    

4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi 

yang telah dilakukan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja sasaran ini 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Berubahnya regulasi penentuan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah berdasarkan Modal dan Penghasilan Tahunan berdasarkan 

PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, 

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

b. Kurangnya permodalan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan 

usahanya. 

c. Kurangnya kemampuan tata kelola pelaku usaha mikro. 

d. Kurangnya akses pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya. 

e. Kurangnya akses teknologi informasi bagi pelaku usaha mikro di era digital 

saat ini. 
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f. Kurangnya jiwa kewirausahaan 

g. Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku usaha mikro 

 

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah : 

a. Sumber daya produksi yang cukup potensial 

b. Umumnya usaha mikro menghasilkan barang atau jasa yang dekat dengan 

kebutuhan masyarakat sehari hari. 

c. Usaha mikro tidak memanfaatkan bahan baku impor dan lebih 

memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sumber daya manusia, bahan 

baku maupun peralatannya 

Alternatif solusi yang dilakukan adalah : 

 

a. Memfasilitasi UMKM dalam peningkatan produksi dan pemasaran melalui 

bantuan alat produksi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas 

produk 

UMKM 

b. Mendorong dan melakukan pendampingan pemasaran produk UMKM 

secara Online 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja 

dengan realisasi anggaran kegiatan terkait. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.16. 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 3 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Satua

n 

Kinerja Anggaran 

Efisi

ensi Targe

t 

Realisa

si 

% 

Capaia

n 

Target Realisasi 
Capa

ian 

Meningkatnya 

Pengembangan 

Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

Rasio 

Kewirausa

haan 

% 8,5 9,47 111,41 7.787.970.000  7.009.029.949  90,00 1,24 
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Proporsi 

Jumlah 

Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

% 0,4 0,19 47,50 0,53 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Indikator Rasio 

Kewirausahaan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,00%, diperoleh 

capaian kinerja sasaran sebesar 111,41% dengan efisiensi sebesar 1,24 dan pada 

Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian realisasi 

anggaran sebesar 90,00%, diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar% dengan 

efisiensi sebesar 1,24  . Anggaran yang ada dipergunakan untuk mencapai target 

kinerja yang sudah ditetapkan, dalam hal ini sudah belum mencapai target yang 

ada pada perjanjian kinerja. 

 

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja  

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja 

dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. Analisis ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.17. 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

untuk Indikator 3 

 

No Indikator Program Pagu Bidang Pelaksana 

1 

Persentase Peningkatan 

Level Skala Usaha 

Mikro 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) 

          

5.293.455.000  
Bidang UKM 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN UMKM 

          

2.494.515.000  
Bidang UKM 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 terdapat 2 

program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Rasio 

Kewirausahaan dan Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yaitu 
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Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro 

(Umkm) dan Program Pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Bidang 

Usaha Kecil Menengah. 

 

3.1.2. Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah 

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dari 

capaian Nilai AKIP OPD yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu 

Bara. Pengukuran terhadap Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.18. Data nilai AKIP OPD 

 

Uraian 
Data awal 

2023 
Realisasi 

2024 
Realisasi 

2025 
Realisasi 

2026 

Nilai AKIP OPD BB BB A - 

Berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025, Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara mendapat nilai A dengan total 

skor 81,50. 

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

 
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi Capaian Keterangan 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja perangkat 

Daerah 

Nilai AKIP OPD 
BB 

(81,50) 

BB 

(81,50) 
100 Sangat Tinggi 

 

 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara memiliki 

nilai AKIP OPD padaTahun 2025 yaitu A dengan nilai 81,50. 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. 
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Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 

Bara Tahun 2025 adalah meningkat dari nilai 76,80 ke nilai 81,50. 

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra 

Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 

Bara pada tahun akhir renstra ditargetkan mendapat nilai A dengan skor 81,70. 

Realisasi Nilai AKIP OPDTahun 2025 adalah nilai A dengan skor 81,50. Jadi 

pencapaian nilai AKIP OPD Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir 

renstra adalah sebesar 99,75 %. 

 

4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang 

telah dilakukan. 

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah : 

a. Belum optimalnya perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja 

b. Kurangnya kemampuan aparatur yang memahami perencanaan, 

pengukuran dan evaluasi kinerja 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dengan 

realisasi anggaran kegiatan terkait. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk 

Indikator 4 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
Target Realisasi 

% 

Capaian 
Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

Nilai AKIP Nilai 
BB 

(81,50) 
BB 

(81,50) 
100 4.943.960.932 4.798.573.566 97,06 1,03 

 

 

Anggaran kegiatan yang terkait dengan sasaran meningkatnya 

akuntabilitas kinerja adalah seluruh program kegiatan yang ada dalam koordinasi 

sekretariat dinas. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan capaian 

realisasi anggaran sebesar 97,06%, diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 
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100% dengan efisiensi sebesar 1,03. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut sudah efektif dan 

efesien. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran lebih kecil 

dari capaian realisasi kinerja. 

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja 

dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. Analisis ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.21. 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

untuk Indikator 4 

 

No Indikator Program Pagu 
Bidang 

Pelaksana 

1 Nilai AKIP 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

4.943.960.932 Sekretariat 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 terdapat 1 

program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Nilai AKIP 

yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat 

 

3.2. Realisasi Anggaran 

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang 

ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu 

Bara dianggarkan sebesar Rp. 13.244.866.932  dengan realisasi anggaran 

mencapai Rp. 12.257.553.515 atau mencapai 92,55 %. Dengan demikian dapat 

dikatakan Tahun 2025 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 987.313.417 Hal ini 
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sebagian merupakan adanya upaya penghematan dan efisiensi dalam pelaksanaan 

anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi dapat diuraikan melalui tabel berikut: 

 
Tabel 3.22. Realisasi AnggaranTahun 2025 

 

No. Sasaran Program/ Kegiatan  Anggaran Realisasi % 

1. 

Meningkatnya 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

4.943.960.932 4.798.573.566 97,06 

    
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
15.951.226 11.700.000 73,35 

    
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
4.310.000 3.600.000 83,53 

    
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 
5.200.000 4.500.000 86,54 

    

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

6.441.226 3.600.000 55,89 

    
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
2.991.485.805 2.947.473.960 98,53 

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.983.550.805 2.941.323.960 98,58 

    
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 
4.545.000 3.600.000 79,21 

    

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

3.390.000 2.550.000 75,22 

    Administrasi Umum Perangkat Daerah 801.439.922 796.353.393 99,37 

    
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
20.002.995 19.450.685 97,24 

    
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
60.137.387 60.012.000 99,79 

    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.860.000 56.620.000 97,86 

    
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
66.092.940 64.365.000 97,39 

    
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 
90.000.000 90.000.000 100,00 

    Penyediaan Bahan/Material 32.257.500 32.206.500 99,84 

    Fasilitasi Kunjungan Tamu 182.817.100 181.950.000 99,53 

    
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
292.272.000 291.749.208 99,82 
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No. Sasaran Program/ Kegiatan  Anggaran Realisasi % 

    
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
67.200.000 67.099.500 99,85 

    
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 
- -  

    
Pengadaan Kendaraan Operasional atau 

Lapangan 
67.200.000 67.099.500 99,85 

    Pengadaan Mebel - -  

    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 

    
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
846.563.979 766.607.583 90,56 

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 100,00 

    
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
271.191.979 250.947.583 92,54 

    
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 
555.372.000 495.660.000 89,25 

    

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

221.320.000 209.339.130 94,59 

    

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

50.000.000 45.030.829 90,06 

    

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

128.300.000 121.418.301 94,64 

    
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
43.020.000 42.890.000 99,70 

2. 

Meningkatnya 

Pengembangan 

Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil  

PROGRAM PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN KOPERASI 
57.670.000 52.450.000 90,95 

    

Pemeriksaan dan Pengawasan 

Koperasi, Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaannya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

57.670.000 52.450.000 90,95 

    

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan 

Pengawasan Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 

57.670.000 52.450.000 90,95 

    
PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 
57.766.000 - - 
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No. Sasaran Program/ Kegiatan  Anggaran Realisasi % 

    

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaannya dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

57.766.000 - - 

    

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

57.766.000 - - 

    
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PERLIDUNGAN KOPERASI 
397.500.000 397.500.000 100,00 

    

Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi yang Keanggotaannya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

397.500.000 397.500.000 100,00 

    

Pembinaan dan Pendampingan Bagi 

Keluarga dan kelompok Masyarakat yang 

Akan Membentuk Koperasi Dalam 

pengembangan Ekonomi 

397.500.000 397.500.000 100,00 

    

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA MIKRO 

(UMKM) 

5.293.455.000 4.945.934.000 93,43 

    

Pemberdayaan Usaha Mikro yang 

Dilakukan Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 

Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku 

Kepentingan 

5.293.455.000 4.945.934.000 93,43 

    

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan 

Kompetensi SDM UMKM dan 

Kewirausahaan melalui Pendidikan dan 

Pelatihan 

5.293.455.000 4.945.934.000 93,43 

    
PROGRAM PENGEMBANGAN 

UMKM 
2.494.515.000 2.063.095.949 82,71 

    

Pengembangan Usaha Mikro dengan 

Orientasi Peningkatan Skala Usaha 

Menjadi Usaha Kecil 

2.494.515.000 2.063.095.949 82,71 

    Pengembangan Usaha Mikro 2.494.515.000 2.063.095.949 82,71 

      13.244.866.932 12.257.553.515 92,55 
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BAB IV 

PENUTUP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung 

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu BaraTahun 2025. Laporan ini 

dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja saran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan 

dan kegagalan. 

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas 

sasaran- sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Batu BaraTahun 2025-2026. Bahwa ada capaian indikator yang kurang 

memuaskan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun 

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi 

untuk lebih baik lagi. 

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja 

ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan 

program kegiatan di tahun yang akan datang. 

 

Ditetapkan di  : Air Putih  

Tanggal      :     Januari 2026 

KEPALA DINAS KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH KABUPATEN 
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